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PERATURAN BUPATISITUBONDO
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi
Pemerintah dan memperhatikan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Tanggal 30 April 2018 Nomor
B/100/M.SM.04.00/2018 Perihal Persetujuan
Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang
Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Situbondo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972
tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016
tentang Jenjang Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SITUBONDO

Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan
Jabatan lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah
Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Situbondo ini,
maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Situbondo ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada Tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd
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BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 32



